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Fatwa Haram Tak Pengaruhi Perdagangan
Bitcoin Cs
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Badung - Munculnya fatwa haram temyata tak mempengaruhi
perdagangan aset kripto di Indonesia, khususnya melalui platform
Tokecrypto. Sebab market dinilai sudah lebih bijak dalam menyikapi
keluarnya fatwa tersebut.

“Jadi menyikapi hal tersebut, market pun sepertinya sudah semakin lebin
bijak, sudah semakin lebih dewasa," kata Chief Operations Officer (COO)
Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda saat pembukaan T-Hub
Tokocrypto di Bali, Jumat (21/1/2022)

“Jadi itu terlinat dari pertumbuhannya tetap konstan dari investornya
Perdagangan volumenya juga lebin stabil, tidak ada perubahan yang
signifikan terhadap keluarnya beberapa fatwa tersebut,” imbuhnya.

Baca juga:
Tren Kripto RI Naik, T-Hub Tokocrypto Buka di Bali
Teguh mengatakan, pinaknya di industri telah menyikapi adanya

beberapa fatwa haram i kripto. . fatwa
rekomendasi, tetapi bukan sebuah keharusan.

"Tapi sekali lagi kami linya, bahwa beda itu pasti
Kami terus mengedukasi, tidak hanya terhadap market, tetapi kita juga
i kepada yang lain," jelas Teguh.

Di sisi lain, Teguh mengaku akan terus berkoordinasi dengan Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komodili (Bappebti) dan

ian Pe serta lain. Upaya itu dilakukan
untuk meyakinkan dan menjamin aset kripto di Indonesia diperlakukan
sebagai komoditas

"Komoditas itu sifanya adalah trackable, yang bisa diperdagangkan, yang
bisa diperjualbelikan, bukan digunakan sebagai alat transaksi
pembayaran,” tegasnya.

Baca juga:

Latah Ghozali Everyday, Foto KTP Sampai Koruptor Jadi NFT di
OpenSea

Untuk diketahui, Majelis Tarjin dan Tajdid Pimpinan Pusat

fatwa haram uang kripto alias
cryptocurrency sebagai alat tukar maupun investasi. Sebelumnya
beberapa lembaga juga telah mengeluarkan fatwa haram terkait
cryptocurrency.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma
Sanjaya kemudian merespon munculnya fatwa haram dari

tersebut , fatwa itu
lagi kejadian sebelumnya dari litima Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Tirta mengatakan, fatwa yang keluar saat ini masih jelas, karena Asep
kripto haram bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Hal itu jelas
bertentangan atau melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011
tentang Mata Uang.

"Jadi terkait hal lainnya, MUI sendiri pun masin membuka ruang untuk
berdiskusi. Karana sampai saat ini belum ada fatwa untuk aset sendiri itu
adalah haram. Jadi pun siap membuka ruang untuk berdiskusi, termasuk
nanti ada ahli-ahli fikin dan sebagainya,” jelas Tirta.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry
Sambuaga menegaskan bahwa kripto memang bukan sebagai alat
pembayaran

"Saya ingin sekali lagi menegaskan, kripto itu bukan alat pembayaran
Kripto itu adalah aset. Makanya kita selalu membiasakan
mensosialisasikan penyebutannya itu adalah aset kripto, bukan
cryptocurrency,” ungkapnya.

"Karena apa, karena di Indonesia ini yang saat dan hanya bisa dilakukan
sebagai alat pembayaran hanya rupiah. Dollar pun tidak bisa. Oleh
Karena, kenapa ranah kripto di Kemendag, karena kripto didesain, di-
create sebagai aset komoditas. Makanya. Kita namakan terus-menerus
kripto aset," paparnya.
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